PERATURAN DAERAH
KABUPATE N DAIR¢

NOMOR: ©T TAHUN 2008
TIENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELLANJ A DAERAH
KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :oa

Mengingat L

BUPATI DAIRI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Unda:
Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undai
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggar
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Peruvbahan Undang-Undar
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undau,
Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentar
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kepada Dewan Perwakilan Raky:
Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Bada
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggara
berakhir;

bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pad
huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi tentan;
Pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggara
2007.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupater
Daerah Tingkat I Dairi (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 44, ‘Tambahan I.embaran Negara Nomor 3688);

5. Undang-Undang ...
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengpgaraan Ncpara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan l.embaran

Negara Nomor 4286); .

Undang-Undang Nomor ! Tahun 2004 tcntang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pcraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Necgara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor |5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lemb:aran Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Nemor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanazn
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 442]);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang WNomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 38, Tambahar Lembaran Negara Nomor 4493) yang telch ditetapkan
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tzhun 2005 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemeriniahar Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Necgara
Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200! Nomer 118, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200! Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahar
Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomer 37 Tahun 2005 tentang Perubzhan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4540);

Peraturan ‘Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

17. Pcraturan ..,
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17. Peraturan Pcmicrintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akunt
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Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indoncsia ‘Tahun 2005 Nomot
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Da
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tamb:

L.embaran Negara Nomor 4574);

. Peraturan Pcmerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbar

(I.embaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tamba
Lembaran Negara Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Inforn
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Non
138, Tanibahan Lembaran Negara Nomor 4576);

. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lemba

Nepara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan l.cmba
Negara Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kcuan,
Dacrah (l.embaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor |
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusur
dan Pencrapan Standar Pelayanan Minimal (LLembaran Ncgara Repub
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Non
4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembina
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Neg:
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Neg:
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pclaporan Keuangan d
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah:
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedom;
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peratur:
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahua 2007 tentang Perubahan at
Peraturan Mecnteri Dalam Nzgeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedom:
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kebupaten Dairi Nomor 0] Tahun 2004, tentang Pokol
pokok Pengelclaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dai
Tahun 2004 Nomor 01);

Peraturan Dacrah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2004, tentang Rencan
Strategis (RENSTRA) Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun  2005-200
(Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2004 Nomor 12);

Peraturan Dacrah Katupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Anggarat
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 200’
(Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2007 Nomor 04);

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahar
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggarar
2007 (L.embaran Dacrah Kabupaten Dairi Tahun 2007 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan

BUPATI DAIRI
Memutuskan ...



MEMUTUSKAN:

Menctapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG-JAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DARRAN
KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1 &

(1) Pertanggungjawaban pclaksanaan APBD berupa laporan kcuangan menwat:
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Neraca;
¢. Laporan Arus Kas; dan
d. Catatan atas Laporan Keuangan.
¢. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik dacrah.

(2) Laporan Keuangan secbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah /

Perusahaan Dacrah.
Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran schagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun
anggaran 2007 sebagai berikut:

a. Pendapatan............. Rp. 399.191.003.523,05
b. Belanja.................. Rp. 370.418.427.774.12

Surplus/detisit ......... Rp.  28.772.575.748,93
¢. Pembiayaan ............

- Penerimaan........... Rp. 19.875.899.659,59

- Pengeluaran.......... Rp. 1.936.456.869,64

Surplus/defisit ......... Rp.  17.939.442.786,95

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai
berikut:

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan se jumlah Rp. 8.560.453.523.05
dengan rincian scbagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 390.630.510.000,00
b. Realisasi Rp. 399.191.003.523.05
Selisih lebih/(kurang) Rp. 2.560.493.523,05

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (49.934.254.725.88)
dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 420.352.682.50G,00
b. Realisasi Rp. 370.418.427.774.12
Selisih lebih/(kurang) Rp. (49.934.254.725.88

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit se jumlah Rp. 58.494.748.248,93
dengan rincian scbagai berikut :

a. Surplus/detisit sctelah perubahan Rp. (29.722.172.500,00)
b. Realisasi Rp. 28.772.575.748.93
Selisih lebih/(kurang) Rp. 58.494.748.248,93

(4) Sclisih ...
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(4) Selisih anggaran dengan realisasi pencrimaan pembiayaan se jumlah
Rp. (11.999.999.843,41) dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp. 31.875.899.500.0
b. Realisasi Rp. 19.875.899.656.5
Selisih lebih/(kurang) Rp. (11.999.999.843 4

»

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan scjumlah
Rp. (217.270.130,36) dengan rincian sebagai berikut :
a, Anggaran pengeluaran pembiayan

setelah perubahan Rp. 2.153.727.000.(
b. Realisasi Rp. 1.936.456.869,¢
Selisih lebih/(kurang) Rp. (217.270.130.3

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah
Rp (11.782.729.713,05) dengan rincian sebagai berikut :
a Anggaran pcmbiayan nelo

setelah perubahan Rp. 29.722.172.500.Ct
b. Realisasi Rp.  17.939.442.786,9:
Selisih lebih/(kurang) Rp. (11.782.729.713.0.

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal | huruf b per 31 Desember Tahun 20(
sebagai berikut :

a. Jumlah aset Rp. 696.345.106.113,¢

b. Jumlah kewajiban Rp. 1.185.600.864.¢

c¢. Jumlah ekuitas dana Rp. 695.157.505.248,7
Pasal 5 y

Laporarn arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal sate huruf ¢ untvk tahun yan
berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2007 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januar tahun 2007 Rp. 19.875.899.656.5¢

b. Aruskas dari aktivitas operasi Rp. 145.432.541.664.9:

c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan Rp. (i16.659.965.916,00

d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. {1.936.456.865,64

¢. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. 0,9¢

f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2007 Rp. 46.712.018.535.8¢
Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan scbagaimana dimaksud pasal 1 huruf d tahun anggarar
2007 memuat informasi baik secara kuantitatif atas pos-pos laporan kcuangan,

Pasal 7

Pertanggungjawaban pclak.sanaan APBD scbagaimana dimaksud pada pasal |
tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdin dan :
a. Lampiran | : Laporan realisasi anggaran,

Lampiran 1.1 : Ringkasan laporan rcalisasi anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisast;

Lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi angparan menurut urusan
pemerintahan dacrah, organisasi, pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan
kegiatan;

Lampiran 1.4 ...
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(4) Selisih anggaran dengan realisasi pcnerimaan pembiayaan sejumilah
Rp. (11.999.999.843,41) dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp. 31.875.899.500.(
b. Realisasi Rp. 19.875.899.656,¢
Selisih lebih/(kurang) Rp. (11.999.999.843 «

'3
(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan scjumiah
Rp. (217.270.130,36) dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pengeluaran pembiayan

setelah perubahan Rp.  2.153.727.000.(
b. Realisasi Rp. 1.936.456.869 ¢
Selisih lebih/(kurang) Rp. (217.270.130.3

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumliah
Rp (11.782.729.713,05) dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pembiayan neto

setelah perubahan Rp. 29.722.172.500,0:
b. Realisasi Rp. 17.939.442.786.9.
Selisih lebih/(kurang) Rp. (11.782.729.713.0

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal | huruf b per 3i Desember Tahun 20(
sebagai berikut :

a. Jumlah aset Rp. 696.343.106.113,¢

b. Jumiah kewajiban Rp. 1.185.600.864,¢

¢. Jumiah ekuitas dana Rp. 695.157.505.248,7
Pasal §

Laporari arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal satn huruf ¢ untuk tahun van
berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2007 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2007 Rp. 19.875.899.6365¢

b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 145432 541.5¢4 9

¢. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan Rp. (116.659.565.91¢,00

d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. (1.936.456.869,04

e. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. 0.0(

f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2007 Rp. 46.712.018.535,88
Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal | huruf d tahun anggarar
2007 memuat informasi baik seeara kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pclaksanaan APBD scbagaimana dimaksud pada pasal |
tercantum dalam lampiran Peraturan Daerabh ini, terdiri dari :
a. Lampiran 1 : Laporan realisasi anggaran.

Lampiran 1.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran 1.2 : Rineian laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belan ja daerah menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan
kegiatan;

Lampiran 1.4 ..




Diundangka
pada tanggal

Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisast anggaran belanja dacriah untuk
keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan dacrah
dan fungsi dalam kerangka pengclolaan kcuangan negara:

l.ampiran 1.5 : Daftar piutang dacrah;
[Lampiran 1.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) dacrah;
Lampiran 1.7 : Daflar realisasi penambahan dan pengurangan asct tctap
dacrah;
Lampiran 1.8 : Daltar realisasi penambahan dan pengurangan asct lainnya:
-L.ampiran 1.9 : Daltar kcgialan-kc‘? Ziatan yang belum diselesaikan sampai
. akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun ang paran
berikutnya;
I\ampiran 1.10 : Dallar dana cadangan dacrah ; dan
L?mpiran 1.11 : Daflar pinjaman dacrah dan obligasi dacrah.
b. J£ampiran Il : Neraca
‘c. Lampiran [l : "Laporan arus kas
d. Lampiran [V : Catatan atas laporan keuangan
- Pasal 8 -

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

a, Laporan kinerja tercantum dalam iampiran V Peraturan Daerah ini.

b. lkhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerzh / Pcrusahaan Dacrah
tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bupati Dairt menetapkan Peraturan Kepala Dacrah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pclaksanaan APRD sebegai rincian lebih  lanjut  dar
Pertanggung_jawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setian orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sidikalan g
pada tanggal A3 OKrosgg 2008

M. P. TUMANGGOR

!

idikalang P A R AF |

2008 — R

KASAN

SEKDA f;
ERAH KABUPATEN DAIRI, ——
\ [ %
|
|

KABAG.TU |
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Jumlah (Rp) Bertambah [ {Berkurang)
No. Uraian Anggaran
i
Urut Setelah Perubahan Realisas Jumlah Persentase
(Rp) (Rp) (Rp) %
1 2 3 4 5 6
3 PEMBIAYAAN
3.1 |[Penerimaan Daerah 31,875,899,500.00 19,875,899,656.59 (11,999,999,843.41) 62.35%
3.1.1 |Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu 19,875,899,500.00 19,875,899,656.59 156.59 100.00%
3.1.2 |Pencairan Dana Cadangan - = -
3.1.3 |Penerimaan Pinjaman dan Obligasi 12,000,000,000.00 - (12,000,000,000.00) 0.00%
3.1.4 |Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan - - -
3.2 vctmmo_:n.ﬂz Daerah 2,163,727,000.00 1,936,456,869.64 (217,270,130.36) 89.91%
3.2.1 |Pembentukan Dana Cadangan - - -
3.2.2 |Penyertaan Modal (Investasi) 1,000,000,000.00 843,603,914.40 (156,396,085.60) 84.36%
3.2.3 |Pembayaran Utang Pokok Yang Jatuh Tempo 1,153,727,000.00 1,092,852,955.24 (60,874,044.76) 894.72%
Pembiayaan Neto 29,722,172,500.00 17,939,442,786.95 (11,782,729,713.05) 60.36%
L Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) - 46,712,018,535.88 46,712,018,535.88

Sidikalang, 23 OWKTO&ER 2008

BUPATI DAIRI,

M. P. TUMANGGOR




